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ABSTRAK

Pertemuan hukum Islam dengan adat lokal masyarakat menyebabkan warna hukum yang hidup
bervariasi, tarik ulur kekuatan itupun berlangsung hingga kini, di lombok misalnya perceraian
secara otomatis memutuskan semua hak-dan tanggung jawab sejak diucapkannya lafaz talak oleh
suami, padahal sejatinya perpisahan pasangan dengan talak dalam hukum Islam, tidak secara
otomatis menghilangkan hak dan kewajiban suami dan istri. Wanita yang masih dalam masa iddah
masih tetap mendapatkan hak-hak perkawinanan seperti tempat tinggal pakaian dan makanan.
Menggunakan metode observasi dan wawancara, tulisan ini mencoba mengkaji tradisi talak yang
sesungguhnya terjadi pada masyarakat muslim Lombok. Tulisan ini memfokuskan masalah
penelitian pada pemenuhan hak seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal terhadap wanita yang
diceraikan dan masih menunggu masa iddah. Penelitian ini menemukan beberapa tradisi talak
muslim lombok, pertama, pelaporan pihak laki-laki ke tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang
telah terjadinya perceraian., Kedua, Pecelekan (Pengembalian mempelai perempuan kerumah
orang tuanya), Ketiga meniadakan kewajiban suami (menggugurkan hak istri) dalam nafkah
tempat tinggal pakaian dan makanan. Dari tradisi ini khusus tradisi pertama layak di pertahankan
karena banyak mendatangkan kemaslahatan, sedangkan tradisi kedua dan ketiga harus dihilangkan
karena bertententangan dengan Al-qur’an dan merugikan perempuan. Strategi yang bisa di
ikhtiarkan untuk mengganti tradisi talak tersebut dengan hukum talak Islam setidaknya dengan dua
hal, pertama sosialisasi hukum yang intensif di tengah masyarakat, kedua, dengan peran aktif tokoh
agama dan tokoh masyarakat dalam mengawal hak-hak perempuan.

Kata kunci: Talak, Tradisi, Hukum Islam
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PENDAHULUAN

Bergaul (muasyarah) dengan istri dengan
pergaulan yang baik (ma'rlf), standar
operasional dalam membangun keluarga yang
mendapatkan

legalitas  dari  Tuhan,

sebagaimana kutipan firman Allah swt. yaitu

el pg,iles (Q.S. An-Nisa: [4]:9). Selain

menyamakan persepsi dalam meraih visi dan
misi rumah tangga yang tidak kalah pentingnya
dalam membangun mahligai rumah tangga
yang makruf dan kokoh yaitu komitmen
bersama untuk melaksanakan kewajiban atau
tanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini
karena kewajiban masing-masing pasangan, di
sisi lain akan menjadi hak bagi pasangan hidup
lainnya.

Membangun keluarga bahagia harus
didasarkan pada kekuatan teamwork yang
berasaskan pada hubungan partner. Pernikahan
bukanlah akad yang melahirkan status budak
dan tuan, atau status bos dan anak buah semata,
adalah  upaya

bersama dengan

melainkan  pernikahan

membangun  kekuatan
berjalan berdampingan dan beriringan (bukan
di depan dan di belakang) akan tetapi saling
melengkapi satu sama lain untuk menuju
kebahagian hidup di dunia dan di akhirat.
Perintah kepada para suami untuk

bergaul dengan baik dan bijak bukan hanya

! Hasil observasi awal pada pasangan
keluarga Jaelani dan Rosmayanti.

2 Hasil observasi awal pada pasangan
keluarga pasangan Harniati dan Topandi

2

pada saat perempuan berstatus aktif sebagai
istri melainkan kewajiban itu tetap melekat
pada suami saat perempuan telah diceraikan
dan masih menunggu pada masa iddah
(Mu taddah).

Perceraian (talak), berdampak serius
terhadap masa depan anak dan kelangsungan
hidup mantan istril, tetapi terkadang talak
menjadi solusi terakhir bagi keluarga yang
tidak bisa dipertahankan lagi karena jika
dipertahankan dikhawatirkan akan melahirkan
kemadharatan yang lebih besar bagi salah satu
atau kedua belah pihak.

Banyak hal yang menyebabkan
terjadinya talak, mulai dari urusan pribadi
bahkan hingga kepentingan keluarga. 2Jika
dilihat dari sisi pribadi suami yang sudah tidak
mampu beriteraksi secara makruf (baik)
misalnya seperti tergoda dengan wanita lain,
atau dilihat dari sisi pribadi istri yang tidak taat
terhadap perintah suami yang dalam isitilah
fikih dikenal dengan istilah nusy(z menjadi
faktor yang berpengaruh terhadap bangunan
keluarga yang tidak jarang akan berujung pada
perceraian.®

Islam tidak melarang terjadinya
perceraian jika terdapat sebab atau alasan syar’i

akan tetapi Islam membenci perceraian yang

dilakukan tanpa ada unsur yang sangat

3 Syukri, lkrar Talak diluar Pengadilan,
Disertasi  Program  Studi  Studi  Islampada
Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2019.
Hal 121



al-Mawarid: J. Sy. & Hk. 2: 1-14 (2020)

mendesak®, sehingga talak disebut sebagai
sesuatu yang halal namun dimurkai oleh Allah
Swt. seperti yang disebutkan dalam sebuah
hadis berikut:

6 6 -t & g - i ) o5
8 e P Jadl) Loy ale & Lo

5 (535 o o) ol
“Perkara halal (boleh) yang paling dibenci
Allah adalah talak. ” (H.R. Abu Daud).

Sebagai salah  satu  instrumen
pemutusan hubungan pernikahan, talak tidak
serta merta menghapus hak dan kewajiban
masing-masing pasangan, dalam hal ini suami
sebagai kepala rumah tangga tetap memiliki
kewajiban memberikan nafkah  (sandang,
pangan, dan papan), begitu halnya dengan Istri
selama masa iddahnya tetap berkewajiban
tinggal di rumah suaminya.®

Seiring  dengan  perluasan  dan
perkembangan wilayah Islam, tradisi masing-
masing daerah berbeda dalam memenuhi hak
dan kewajiban pasca talak. Pulau Lombok
misalnya, tradisi yang berlaku di daerah ini
adalah jika ketika wanita bercerai dari
suaminya maka langsung saat itu juga istri akan

segera diantarkan ke rumah orang tua istri oleh

4Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fikh Al-Islami Wa
Adillatuhu, (Damaskus: Dar Al-Fikr, tt.) jilid 9,
h.6964.

> Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Asy'as,
Sunan Abu Daud, (Beirut: Al-Maktabah Al-
“Ashriyah, tt.) h.255, No. 2178.

6 Salah satu hikmahnya agar wanita tersebut
tetap terjaga kesuciannya sehingga tidak ada

tokoh masyarakat setempat. Hal ini dilakukan
sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab dan
penyerahan kembali anak perempuan kepada
orang tuanya.’

Potret talak ini meskipun sebagai
sebuah tradisi yang melekat dalam masyarakat
perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk
menjaga atau mengawal hak-hak wanita paska
perceraian. Masyarakat Indonesia khususnya
umat Islam masih memegang teguh aturan-
aturan yang digariskan dalam kitab-kitab fikih
untuk dalam

diterapkan kehidupan

bermasyarakat terlebih kaitannya dalam
membina rumah tangga. Fikih pernikahan
tidak
membentuk mahligai rumah tangga semata,

yang
mencari

sekedar mengkaji pada tataran

namun memberikan  tuntunan

komprehensif  sejak  memulai
pasangan hingga putusnya ikatan perkawinan
bahkan akibat yang timbul dari putusnya
perkawinan tersebut. Pada ruang lingkup ini,
penulis melihat adanya tradisi yang disinyalir
bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur’an
sehingga perlu mendapatkan perhatian yang
serius.

Beranjak dari realita inilah penulis ingin

mengkaji tradisi talak pada masyarakat muslim

kekhawatiran bahwa anak yang dikandungnya (jika
setelah talak ternyata wanita tersebut hamil) adalah
anak suaminya dan bukan anak orang lain. (Lihat Al-
Figh Al-Islami wa Adillatuhu)

7 Observasi awal terhadap beberapa
perceraian diantaranya perceraian antara Sanawati
dan Ridwan vyang berdomisili di Puncang
kecamatan Batu Layar, NTB.
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Pulau Lombok, dan meninjaunya dengan
perspektif hukum Islam sehingga ditemukan
titik terang sejauhmana tradisi yang berlaku
selama ini dan mencoba untuk menawarkan
solusi alternatif untuk membangun tradisi talak
yang berasaskan pada hukum Islam, sehingga
penulis mengambil judul “Menggugat Tradisi
Talak muslim Lombok Upaya Mengawal Hak-
Hak Perempuan. Tradisi dalam tulisan ini
difokuskan pada tradisi pemenuhan hak dan
kewajiban dalam masa “iddah.

Berkaitan  dengan  permasalahan
tersebut, dalam tulisan ini penulis akan
mencoba memaparkan beberapa permasalahan
diantaranya yaitu; pertama, tentang bagaimana
tradisi talak pada masyarakat muslim Pulau
Lombok; kedua, bagaimana tinjauan hukum
Islam tehadap tradisi talak muslim Pulai
Lombok; ketiga, menawarkan solusi alternatif
dalam revitalisasi tradisi talak muslim sebagai

upaya pengawalan hak-hak perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif,
yang
menghasilkan data deskriptif berupa redaksi-

yaitu sebuah  pendekatan akan

redaksi yang bersumber dari kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang
dapat diamati. ® Dengan demikian, penelitian
akan hasil

ini akan mendeskripsikan

pengamatan penulis dan menuangkannya

8 Joko Subagyo, Metode Penelitian, Jakarta:
Rieneka cipta , Cet V, 2006. Hal 94

dalam bentuk narasi dan gambar yang
mendukung hasil pengamatan tersebut.®
Untuk mendukung kegiatan penelitian
ini peneliti menggunakan sumber data dari
lapangan yaitu Tuan Guru (Tokoh Agama),
Kepala Desa sekecamatan Gunungsari,
Penghulu Desa sekecamatan Gunungsari,
pihak-pihak yang bercerai, Kepala Dusun
Kecamatan Gunungsari, dan Abdul Azim.
Dalam proses pengumpulan data,
penulis memilih dua metode yang sesuai
dengan penelitian yang dilakukan, yaitu

metode wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tradisi Talak Pada Muslim Sasak di
Pulau Lombok
Tradisi talak yang akan dipaparkan disini
meliputi proses dan pemenuhan hak dan
kewajiban pasangan bercerai, yang diamini
dan mendapatkan persetujuan dari tokoh
agama dan tokoh masyarakat. Beberapa tradisi
talak Muslim sasak yang meliputi proses dan
pemenuhan hak dan kewajiban yang sangat
penting diutarakan di antaranya adalah:
a. Pelaporan oleh pihak laki-laki ke kepala
dusun atas telah terjadinya perceraian.
Ada dua tujuan mengapa pihak laki-laki
harus melaporkan kepada kepala dusun

yaitu; pertama, penetuan sah dan

® Hj. Nurul Yakin, Metode Penelitian,
Mataram IAIN, 2009. Hal 5
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tidaknya talak. Penetuan ini biasanya
menggunakan hukum figh dari mazhab
syafi’'i seperti yang berkembang di
masyarakat. Kedua, agar perceraian
tercatat sehingga mempermudah untuk
mengetahui masa iddah perempuan.
Hal ini bermanfaat ketika perempuan
akan rujuk atau menikah dengan laki-
laki lain.

b. Pecelekan (Pengembalian mempelai
perempuan ke rumah orang tuanya).!!
Setelah terjadinya perceraian yang sah
menurut Agama,*?> maka hal ini segera
dilaporkan ke kepala dusun dan tokoh
agama (penghulu).®® Di saat yang tidak
berselang lama maka kepala dusun
ditemani dengan penghulu  dan

beberapa keluarga dari pihak laki-laki

menghantarkan mantan istri ke rumah
orang tuanya. Dalam bahasa sasak hal
ini di istilahkan dengan pecelekan.

1) Pecelekan adalah pemberitauan
dari keluarga laki-laki bahwa
telah  terjadinya  perceraian

sekaligus pengembalian mantan

istri ke orang tuaya.'*

10 Wawancara dengan Kepala Dusun
Penimbung Selatan 20 April 2020

11 Bandingkan dengan hasil penelitian
Taufik Sofyan, Penceraian Suku Sasak Lombok
Nusa Tenggara Barat, Jurnal Media Informasi dan
Komunikasi lImiah Vol 1. 2009 Hal 256

12 Talak yang biasa di konsultasikan ke
penghulu adalah talak kinayah

13 Azizah, Siti Zahratul (2017) Pembagian
harta bersama akibat talak di luar sidang

2) Pecelekan adalah bentuk etika
baik pihak laki-laki

mengantar mantan istri dengan

karena

baik sehingga ketika akan ruju’
bisa mendapatkan kemudahan
dari pihak keluarga
perempuan.® Karena menurut
baik
mengambilnya maka harus baik

tradisinya  jika cara
pula cara mengembalikannya.
Setelah dilakukan pecelakan
maka tanggung jawab dari suami
berakhir, sehingga suami tidak
lagi dituntut memberikan nafkah
baik pakaian, makanan dan
tempat tinggal, dan kewajiban itu
berpindah kembali ke orang tua
si perempuan.

adalah

3) Pecelakan upaya

pemberitahuan kepada

masyarakat tentang perceraian
sehingga mantan istri terhindar
dari tuduh-tuduhan tidak baik

pengadilan agama: Studi kasus di Desa Mesanggok
Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.
Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim.

14 Wawancara dengan Ketua RT 01 Dusun
Gelangsar

15 Wawancara dengan H. Sainun keluarga
dari supriana wanita mu’taddah Penimbung
Muhajirin 22 April 2020
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4)

5)

karena meninggalkan tanggung
jawab sebagai istri. 16

Pecelekan ~ adalah  upaya
menghindarkan mantan suami
dan mantan istri hidup serumah
karena akan terjadi hubungan
badan antara suami dan istri.*’
Pecelakan tidak membedakan
jenis talak baik talak raj’i

maupun talak bain'®

c. Penetuan hak asuh anak

Haka asuh anak didasarkan atas

beberapa hal, yaitu:°

1

2)

Perjanjian atau kesepakatan
pasangan sebelum perceraian.
Jika sebelum bercerai telah
dilakukan kesepakatan kepada
siap anak diserahkan maka hak
asuh anak diserahkan kepada
orang yang telah disepakati.

Melihat umur anak, jika anak
masih berada dibawah lima
tahun maka anak akan
diserahkan kepada ibunya, dan
jika anak berumur diatas lima
tahun maka anak diberikan
kebebasan  memilih  untuk

tinggal dengan siapa.

16 \Wawancara dengan tokoh Agama Dusun

Orong selatan Lingsar 30 April 2020

17 Wawancara dengan Kepala Dusun

Penimbung Barat 26 April 2020

3) Berdasarkan kesepakatan

bersama kedua belah pihak.

d. Pemenuhan hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban dalam tradisi talak

Sasak putus seiring dengan putusnya

tali ikatan pernikahan secara lebih rinci

akan dijelaskan di bawah ini:

1) Tempat Tinggal (Papan)

Setelah terjadinya perceraian
perempuan tidak berhak lagi
tinggal di rumah suaminya
meskipun masih dalam masa
iddah, hal ini disebabkan oleh
beberapa hal  diantaranya;
pertama, perempuan  yang
diceraikan adalah orang yang
tidak lagi boleh digauli (jima’)
sehingga memisahkannya dari
suaminya adalah langkah terbaik
agar terhindar dari hal-hal yang
dilarang, dan tempat tinggal
terbaik setelah diceraikan adalah
rumah orang tuanya. Kedua
menghindari gunjingan
masyarakat, ~ wanita  yang
diceraikan dalam pandangan
masyarakat adalah wanita yang

sudah tidak diinginkan

18 Wawancara dengan tokoh Agama Desa
jeringo 03 Mei 2020

19 Wawancara dengan tokoh Adat desa
Gelangsar
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keberadaannya oleh suami, jika
wanita tersebut tetap tinggal di
rumah suaminya maka wanita
tersebut dianggap tidak memiliki
rasa malu, untuk menghindari
hal ini maka pemisahan tempat
tinggal menjadi sebuah
keniscayaan. Ketiga, tradisi yang
tumbuh di tengah masyarakat
bahwa dengan putusnya ikatan
pernikahan maka kewajiban
untuk  memberikan  tempat
tinggal akan menjadi hilang
sehingga wanita tidak berhak
lagi  tinggal di  rumah

suaminya.?°

Makanan (Pangan)
Kewajiban memberikan makan
kepada istri dalam tradisi yang
terbangun di tengah masyarakat
bukanlah menjadi  kewajiban
yang melekat pada suami setelah
terjadinya perceraian. Hal ini
disebabkan oleh beberapa hal
yaitu; pertama, karena putusnya
tali ikatan pernikahan
menyebabkan putusnya
kewajiban memberikan makan
bukan

sehingga menjadi

3)

tanggung jawab bagi suami.
Kedua, tempat tinggal wanita
yang berjauhan dengan suami.
Ketiga, sebagai bahan pelajaran
bagi istri agar merasakan
bagaimana susahnya mencari
nafkah untuk makan dengan
harapan setelah  kembalinya
kepada suaminya akan menjadi
lebih dewasa dalam menyikapi

permasalahan.?:

Pakaian (Sandang)
Kewajiban memberikan
pakaianpun dalam tradisi talak di
Pulau Lombok bukan lagi
menjadi tanggung jawab suami
lagi, hal ini jika dirincikan
disebabkan oleh beberapa hal
yaitu; pertama, karena putusnya
tali ikatan pernikahan
menyebabkan putusnya
kewajiban memberikan pakaian
sehingga  bukan  menjadi
tanggung jawab bagi suami.
Kedua, kewajiban berhias bagi
istri adalah untuk suami maka
menjadi kewajiban suami, dan

ketika sudah bercerai si istri tidak

21 Wawancara Dengan Kadus Gelangsar 10
April 2020

20 Wawancara dengan kadus Limbungan
Desa Taman Sari Kec. Gunungsari lobar NTB 5
April 2020
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lagi berada di dekat suami maka

kewajiban itu menjadi gugur.??

Dari beberapa pemaparan terkait tradisi
talak di atas, dapat disederhanakan bahwa,
sejak disahkannya talak maka dalam tradisi
Lombok
menganggap bahwa hubungan pernikahan

masyarakat ~ muslim  Pulau
terputus sama sekali sehingga tidak lagi ada
yang tersisa dari kewajiban laki-laki maupun
haknya atau kewajiban perempuan dan hak-
haknya. Sehingga kalaupun memiliki anak
maka biaya hidup anak didasarkan pada
keikhlasan

masing-masing  pihak tanpa

memiliki standar wajib minimal nafkah.

2. Tinjauan Hukum
Tradisi Talak Muslim Pulau Lombok

Selanjutnya akan diketengahkan tinjauan

Islam terhadap

hukum Islam terhadap tradisi Talak secara
runtut dari masing-masing poin yang telah
disebutkan pada bagian tradisi talak. Hukum
Islam yang dipergunakan untuk meninjau
tradisi talak disini adalah hukum fikih dari
ulama imam mazhab yang mu’tabarah.

a. Pelaporan tokoh

kepada agama

(penghulu) dan tokoh masyarakat

(Kepala Dusun).

22 \Wawancara dengan Penghulu Dusun
Penimbug Selatan 12 April 2020

23 Penggunaan istilah kepala Dusun adalah
agar mudah dimengerti, meskipun secara undang-

8

Tentang pelaporan kepada tokoh agama

dan  tokoh  masyarakat  belum
diketemukan dalil secara spesifik yang
mengharuskannya, maka pelaporan
dalam ini masuk pada ranah tradisi.
Sebagai sebuah tradisi pelaporan ini
memiliki banyak dampak positif yang
terpenting adalah:
1) Mengetahui adanya perceraian
Pengetahuan ini  kemudian
menjadi dasar kepala dusun
dalam mengatur interaksi antara
pasangan yang telah bercerai,
kondisi ini  memungkinkan

sekali  sebagai  pencegahan

terjadinya kumpul kebo.

2) Acuan masa iddah

Dengan adnaya pelaporan ini

maka penghulu mengetahui
masa mulai dan berakhimya
masa iddah. Pengetahuan ini
sangat penting terutama ketika
perempuan akan menikah lagi
dengan laki-laki yang lain.
Tradisi ini layak dan harus
dipertahankan setidak didukung
oleh dua alasan, pertama

berdasarkan qaidah fighiyyah

undang Desa istilah kepala Dusun telah diganti
dengan perangkat kewilayahan tetapi kemasyhuran
istilah kepala dusun masih lebih hidup, lihat UU
tentang Desa
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4Sasa 83l (tradisi bisa dijadikan
dasar hukum).
Sebagai sebuah tradisi yang
memiliki dampak positif dan
tidak bertententangan dengan
Al-Qur’an dan As-Sunnah maka
tradisi  ini  layak  untuk
dipertahankan dan dilestarikan.
Kedua, berdasarkan gaidah
ushuliyyah:

2ty ol o b oY)
perintah tentang méngetahui
masa iddah maka perintah juga
untuk melakukan hal yang
mendukung untuk mengetahui
secara persis seperti

menuliskannya.

b. Pengembalian perempuan kepada

orang tuanya (Pecelekan)

Mengamini pendapat Wahbah Zuhaili,
bahwa tradisi yang seperti ini
bertentangan dengan hukum Islam
sehingga harus dihilangkan.?® Dalam
Islam disepakati oleh para ulama fikih
bahwa hak  perempuan  untuk
mendapatkan nafkah, makanan dan
tempat tinggal tetap harus didapatkan

meskipun sudah bercerai.

24 Abdul Hamid Hakim Al-Mabadiu Al-

Awwaliyah, Jakarta Maktabah As-Sa’diyah Putra tt

Lebih lanjut terkait tentang tempat
tinggal kalau seandainya lelaki
memiliki rumah yang besar maka harus
diberikan pembatas agar bisa tinggal
berdua tetapi jika rumahnya kecil dan
hanya memiliki satu kamar maka laki-
laki itulah yang harus pindah dan
mencari rumah lain.

Melihat keterangan diatas maka tradisi
terkait tentang pengembalian langsung
(pecelekan), bukanlah tradisi yang baik
karena bertentangan dengan syara’.
Menurut penulis juga hal ini
mengakibatkan wanita menanggung
dua beban sekaligus, di satu sisi
menanggung malu akibat diceraikan di
sisi lain menaggung beban tanggung

jawab hidup.

Makan

Adat yang mengatakan kewajiban
memberikan makan kepada istri dalam
tradisi yang terbangun di tengah
masyarakat bukanlah menjadi
kewajiban yang melekat pada suami
setelah terjadinya perceraian. Hal ini
disebabkan oleh beberapa hal vyaitu;
pertama, karena putusnya tali ikatan
pernikahan menyebabkan putusnya
kewajiban memberikan makan

sehingga bukan menjadi tanggung

%5 Zuhaili Wahbah, Fighul Islam Wa

adillatuhu (Mesir : darul kutub 1988) Hal 658
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jawab bagi suami. Kedua, tempat
tinggal wanita yang berjauhan dengan
suami. Ketiga, sebagai bahan pelajaran
bagi istri agar merasakan bagaimana
susahnya mencari nafkah untuk makan
dengan harapan setelah kembalinya
kepada suaminya akan menjadi lebih
dewasa dalam menyikapi
permasalahan.

Sejatinya hal ini sangat bertentangan
dengan hukum Islam, untuk lebih detail
akan dianalisis sebabnya satu persatu.
Pertama, karena berdasarkan
pemaparan para ulama yang di
antaranya menyatakan apabila talak
raj’i maka wanita mu’taddah wajib
mendapatkan hak nafkah dengan segala
macam bentuknya seperti tempat
tinggal, makanan, dan pakaian,?®
berdasarkan kesepakatan ulama hal itu
disebabkan karena wanita mu’taddah
masih terhitung sebagai istri Kketika
dalam masa iddah, maka beranggapan
bahwa talak memutuskan semuanya
adalah sebuah anggapan yang salah,
oleh sebab itu harus dihapuskan. Kedua
keghaiban istri dari rumah suami adalah
kehendak suami, sehingga tidak boleh
menjadikan hal ini sebagai alasan
perempuan tersebut tidak diberikan hak

makanan. Ketiga, bersikap dalam

% Zuhaili Wahbah, Fighul Islam Wa

adillatuhu (Mesir : darul kutub 1988) Hal 656
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beragama bukan berdasarkan pada
logika semata, jadi tidak berdasar
jikalau ingin memberikan pelajaran
kepada perempuan dengan melanggar
perintah Allah. Perintah Allah adalah
memberikan nafkah bukan menahan
nafkah  dan  bahkan
(melambat-lambatkannya) nafkah

menahan

tersebut adalah sebuah kezaliman, jadi
alasan ini tidak berdasar sehingga harus

dihilangkan.

Pakaian

Dua alasan kenapa kemudian hak
pakaian tidak menjadi kewajiban bagi
suami menurut tradisi talak pada
masyarakat adalah pertama, karena
putusnya tali ikatan pernikahan
menyebabkan putusnya kewajiban
memberikan pakaian sehingga bukan
menjadi tanggung jawab bagi suami.
Kedua, kewajiban berhias bagi istri
adalah untuk suami maka menjadi
kewajiban suami, dan ketika sudah
bercerai si istri tidak lagi berada di dekat
suami maka kewajiban itu menjadi
gugur.

Alasan yang pertama seperti pada
analisis sebelumnya, bahwa asumsi ini
merupakan kesalahan karena hak

dinafkahi dengan segala jenisnya tetap
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melekat pada diri istri dan menjadi
kewajiban suami, maka talak ini harus
adalah Talak yang salah sehingga harus
dirubah. Adapun alasan yang kedua
yaitu berhias memang untuk suami
tetapi tidak bisa hal ini kemudian
dijadikan dasar untuk menghilangkan
hak pakaian karena hal tersebut
merupakan hak melekat pada dirinya.

Berdasarkan analisis diatas  bisa
dikatakan bahwa tradisi masyarakat
Sasak yang tidak memberikan hak
pakaian kepada perempuan yang
mu’taddah merupakan tradisi yang
bertentangan dengan syariat sehingga
harus segera dihilangkan atau diganti
dengan tradisi yang sesuai dan sejalan

dengan hukum Islam

Mengintisarikan dari beberapa talak
yang terbangun di tengah masyarakat maka
penulis  berkesimpulan  bahwa, tentang
pelaporan talak adalah mekanisme talak yang
baik maka hal ini

talak

harus dipertahankan

yang
menghilangkan hak nafkah yang meliputi

sedangkan berimplikasi
tempat tinggal, makanan, dan pakaian adalah
mekanisme talak yang yang tidak benar karena

bertentangan dengan hukum syara’ oleh sebab

27 Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan
Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda
dan Retribusi, Program Doktor llmu Hukum

itu harus dicarikan jalan keluar untuk

merubahnya.

3. Starategi Membangun Talak Sesuai
Syar’i dan Upaya Mengawal Hak-Hak
Perempuan Mu’taddah

Talak pada masyarakat Muslim Sasak yang

bertentangan dengan hukum syar’i harus

hak-hak

perempuan. Mengubah kebiasaan yang sudah

direvitalisasi demi  terjaganya
mendarah daging dan hidup di tengah
masyarakat memang tidak mudah tetapi hal itu
wajib diikhtiarkan.

Sebelum memaparkan strategi ini perlu
kiranya dipaparkan terlebih dahulu tentang
teori efektivitas hukum, karena talak pada
masyarakat Muslim Pulau Lombok khususnya
Muslim Sasak merupakan cerminan tidak
efektifnya hukum Islam dalam masalah talak.

Menjelaskan tentang efektifitas hukum
Clerence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto
sebagai berikut?’, terdapat lima syarat bagi
efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi;
pertama, yaitu mudah atau tidaknya makna isi
aturan-aturan itu ditangkap. Kedua, yaitu luas
tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang
yang
bersangkutan. Ketiga, yaitu efisien dan efektif

mengetahui  isi  aturan-aturan

tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum hal

ini bisa dicapai dengan bantuan aparat

Universitas Diponegoro Semarang, 2011,HIm 71-
71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini,
Op.Cit., Hal 308

11
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administrasi  yang menyadari melibatkan
dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang
demikian, dan para warga masyarakat yang
terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam
proses mobilisasi hukum. Keempat, yaitu
adanya mekanisme penyelesaian sengketa
yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan
dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan
tetapi harus cukup efektif menyelesaikan
sengketa. Kelima, yaitu adanya anggapan dan
pengakuan yang cukup merata di kalangan
warga masyarakat yang beranggapan bahwa
aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu
memang sesungguhnya berdaya mampu
efektif. Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus
Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang
keberlakuan hukum dapat efektif apabila
sosialisasi yang optimal kepada semua orang
yang menjadi target hukum?®,

Mengacu pada teori diatas maka strategi
yang dapat diikhtiarkan guna efesiensi hukum

talak adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Hukum Hak dan Kewajiban
Wanita Mu’taddah
Salah satu yang mempengaruhi efektif
dan tidaknya hukum adalah tingkat
pengetahuan masyarakat terhadap isi
hukum tersebut, semakin sedikit
pengetahuan masyarakat maka semakin

sedikit kemungkinan hukum itu

28 |bid., hal. 309

12

dijalankan begitu juga sebaliknya
semakin banyak masyarakat yang
mengetahui isi hukum maka semakin
besar kemungkinan hukum tersebut
berjalan, atas dasar itulah sosialisasi
hukum Talak merupakan hal mutlak
yang harus dijalankan.

Sosialisasi  ini  bertujuan  agar
masyarakat secara umum mengetahui
ketentuan hukum (hak dan kewajiban)
wanita mu’taddah menurut ajaran
Islam, sisi pemenuhan hak bisa menjadi
tema pilihan utama begitu juga sisi-sisi
hikmahnya perlu dijelaskan agar
masyarakat termotifasi
melaksanakannya.

Strategi sosialisasi yang efektif dan
efisien perlu dipertimbangkan agar
membuahkan hasil,contoh sosialisasi
yang efektif menurut penulis dilakukan
dalam  kelompok-kelompok  kecil
misalnya sosialisasi tingkat dusun,
karena semakin kecil lokalitashya
sosialisasi bisa lebih terkontrol dan
terarah.

Melibatkan tuan guru yang memiliki
pengaruh dalam sosialisasi sangat
dibutuhkan, terutama jika suatu dusun
terdiri dari pengamal-pengamal tarikat
maka mendatangkan mursyidnya bisa

menjadi cara yang paling efektif, hal ini
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setidaknya disebabkan karena para
pengamal tarikat sami 'na wa atha'na®®
(kami mendengar dan kami taati)
Tidak kalah
pentingnya juga adalah melibatkan

kepada mursyidnya.

kepala dusun karena setidaknya

masyarakat ~ memiliki  kebutuhan
administrative  kepadanya, hal ini
memungkinkan semua petuahnya di
ikuti.

Mengambil tempat di masjid bisa
bijak,

kesakralan tempat sangat berpengaruh

menjadi  pilihan karena
terhadap kondisi psikologis pendengar
sehingga memungkinkan penerimaan
masyarakat terhadap hukum secara

cepat.

b. Peran Aktif tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat dalam Mengawal Hak-hak
Perempuan Mu’taddah.

Tokoh agama yang dimaksud disini
adalah orang yang memiliki kharisma
dalam hal keagamaan, biasanya disebut
tuan guru, kiyai atau penghulu. tokoh
agama dari semua level harus bahu
membahu saling membantu untuk
menjaga hak-hak perempuan
mu’taddah. Jika mengacu pada Talak
yang terjadi maka peran penghulu

ditingkat dusun sangatlah penting

2 |stilah yang sering digunakan untuk
menunjukkan kataatan murid

karena dialah orang yang pertama kali
dimintai pendapat oleh orang yang
bercerai dan dialah orang yang
bertindak menjadi garda depan saat
mengembalikan perempuan kerumah
orang tuanya.
Jika sosialisasi sudah berjalan baik, dan
masyarakat memiliki pemahaman yang
matang tentang hak-hak perempuan
mu’taddah maka yang terpenting
kemudian adalah keaktifan penghulu
untuk
tidak

perempuan kerumah orang tuanya

dusun mempraktikkannya

dengan menghantarkan

kecuali iddahnya sudah selesai.

Dengan kedua strategi ini jika
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka
memberikan peluang besar terhadap terjaganya

hak-hak wanita mu’taddah.

KESIMPULAN DAN SARAN
Beberapa tradisi talak muslim Lombok
meliputi; pertama, yaitu pelaporan pihak laki-
laki ke tokoh agama dan tokoh masyarakat
tentang telah terjadinya perceraian. Kedua,
yaitu pecelekan (Pengembalian mempelai
perempuan ke rumah orang tuanya). Ketiga,
yaitu  meniadakan  kewajiban  suami
(menggugurkan hak istri) dalam nafkah tempat

tinggal pakaian dan makanan. Dari tradisi ini

13
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khusus tradisi pertama layak di pertahankan
karena banyak mendatangkan kemaslahatan,
sedangkan tradisi kedua dan ketiga harus
dihilangkan karena bertententangan dengan
Al-Qur’an dan merugikan perempuan.

Strategi yang bisa di ikhtiarkan untuk
mengganti tradisi talak tersebut dengan hukum
talak Islam setidaknya dengan dua hal yaitu
sosialisasi hukum vyang intensif ditengah
masyarakat dan peran aktif tokoh agama dan
tokoh masyarakat dalam mengawal hak-hak

perempuan.
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ITMES TRANSLITERATION SYSTEM
FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH
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CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish
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OT | MT A P OT | MT
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) ) ory | ory
s s org | org
$ $ il I g 8
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1 When h is not final. 2 In construct state: at. 3 For the article, al- and --.

ARABIC AND PERSIAN

g

VOWELS

OTTOMAN AND MODERN TURKISH

Long | or 4 a words of Arabic
5 & & and Persian
origin only
¢ i i
Doubled :_5; iyy (final form 1) iy (final form 1)
w A
s—  uww (final form @) uvv
Diphthongs s auoraw ev
¢ aioray ey
Short - a aore
2
- u uorii/oord

1tor i

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.
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